
Mengingat

Kejuruan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penerimaan Peserta Oidik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Oasar, Sekolah Menengah Pertama di

Kabupaten Merangin;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat IITanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

_ enimbang

BUPATIMERANGlN,

a. bahwa peJaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB)

pada satuan Pendidikan formal Taman Kanak-kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara

transparan, obyektif dan tanpa diskriminatif guna

meningkatkan akses layanan Pendidikan;

b. bahwa penyusunan dan penetapan kebijakan Penerimaan
Peserta Oidik Baru (PPOB)dilakukan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Oasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI MERANGIN

NOMOR '1 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMMN PESERTADJDlK BARU PADATAMAN KANAK -

KANAK, SEKOLAH DASARDAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



6. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tabun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2023 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara
RepubJikIndonesia Nomor6856);

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

I

f

Indon('~ua Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lernbaran

Neg ra Republik Indon 8la Nomor 2755).

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si tern

Pendidikan Nasional (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesui

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nemer 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang

Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan

(2)



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 575);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

Didik Bam pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan

Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

8. P raturun P m .nntah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang StDndnr
No ionu) Pcndidikun [Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indon sin

Tuhun 2005 Nomor 41, Tumb han Lcmb r n Ncgaro Rcpublik

Indone 10 Nomor 4496), s bagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubnhan Kedua Atas Peraturan Pemerinlah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

9.

(3)



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalarn Peraturan B '"upau 101 yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Da ah dal . .er a ah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupali adalah Bupati Merangin.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Merangin.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin.

6. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar

dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.

7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SO adalah salah satu

bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan

ndidikan umum padajenjang pendidikan dasar.

9. kolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP

alah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

enyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SO, MI dan bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau

setara SO atau Ml.
10. Peserta Didik adalah Warga Negara usia sekolah yang

memerlukan layanan pendidikan.

(4)

13. P r turnn Do. ruh Nomor 10 Tahun 2016 tentang
P mbc t kn u an dan SUsunan P r ngkat Daerah (Scrita Daerah
Knbup len M .'rungm Tahun 2016 Nomor 10):

MEMUTUSI<AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN

PESERTA DlDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

eto.pkan



BAB II

~

TACARAPENERIMMN PESERTADIDIKBARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal3

(1) Sekolah melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPOB) pada bulan Akhir Tahun Pelajaran sesuai dengan Kalender

Pendidikan.

(2) Pelaksanaan PPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari

tahap:

a. melaksanakan sosialisasi PPOB dengan memasang spanduk yang

berisikan Persyaratan dan tanggal perkiraan pendaftaran dimulai

di depan Sekolah;

b. pengumuman PPOB pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan

seeara terbuka;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaItaran;

f

(5)

11. P nerimaan Pcserta Didik Baru, yang sclanjutnya disingkat PPOB
adalah Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan.

12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaItar
pad a satuan kelas pada satu Sekolah.

13. Ujian Akhir Sek lah C .o adalah kegiatan Pengukuran aparan
Kompetensi Lulusan pada setiap mata pelajaran dengan mengaeu
pada Standar Kompetensi Lulusan.

14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Oapodik
~ah~an' . .SJstem pendataan yang dikelola oleh Kementenan
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan
pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan
pendidikan yang terus menerus diperbaharui seeara online.

Pasal2
(1) PPOB dilaksanakan seeara:

a. objektif;

b. transparan; dan

e. akuntabel.

(2)PPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa

diskriminasi keeuali bagi sekolah yang seeara khusus dirancang

untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama
tertentu.



Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk

kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk

kelompok B.

Persyaratan

PasalS

Bagian Kedua

melalui mekanisme luar jaringan (luring).

~

r

Pasal4

(1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan

(daring).

(2) Dalam hal tidak terseclia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan

d. pengumuman peneta
dalta I pan P Berta didik baru: danc. .. r u nng.

(3) Pengumuman pcndafta
. r n pcnerimaan calon pe erta didik baru

sebog£llmana dimaks d
. r. U pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat
mtormasj scbagai bcrikut.

a. persyaratan calon . .
peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran. ,
c. jalur pendaftar

an yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, jalur
afirmasi, dan ial .
. J ur perptndahan orangtua/wall:

d. Jumlah daya tam
pung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7

SMP sesuai d
engan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penelapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman
Sekolah maupun media lainnya.

(5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran
dalam PPDB.

(6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat

dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Sekolah.

(7) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)belum

definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala

Dinas atau Kepala Bidang Tekhnis.

(6)



Pasal8
(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat 1

(satu), dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:

c. kelahiran; atau
d. r t keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang

dilegalisir olet lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang
ai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
a. menyelenggarakan Pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal7
Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus mernenuhi
persyaratan:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan; dan

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SO atau bentuk lain yang
sederajat.

P sal 6
(I) Persyaratan calon pe crta didik baru kelas I (satu) SO berusia:

. 7 (tujuh) tahun; lUau

b pahng rcndah 6 (ennm) tahun pada tanggoJ I JuJi tahun berialan.
(2) OaJam pelak anaan PPOS SO mempenontaskan penerimaan peserta

didik bam kelas 1 (saw) SO yang berusra 7 (tujuh) taboo.

(3) Persyaratan usia Palmg rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat dikecualikan menJadi paling rendah 5 (lima) tahun 6

(enam) bulan pada tanggaJ 1 Juli tahun berjaJan bagi calon peserta
didik yang rnemiliki:

a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.

(4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat

istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(5) Oalam hal pSikolog professional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah
yang bersangkutan.

(7)



a. zonasi;
b. afrrmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya

tampung sekolah; dan
b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya

tampung sekolah;

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum
Pasalil

(1) PPDB dilaksanakan melaluijalur sebagai berikut:

(8)

(3) Persyaratan ebagaimana dimak ud dalam Pasal 7 hUM b dan Pasal
6 ayat (1) hams dibuktik d.. an engan:
a, ijazah; alau

b. dokumen lain y
ang menyalakan kelulusan.

Pasal9
(1) Cajon pe~erta didik bam kelas 7 (tujuh) SMP yang berasaJ dan

sekolah dl luar neg . h . . .
en ams mendapatkan surat rekornendasi izmbelajar,

(2) Pennohonan izi bel'
n ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada dir k . . . didike tur jenderal yang membidangi pen an
anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah untuk
calon peserta didik bam SMP.

(3) Bagi sekolah yan . . iibg menenma peserta didik warga negara asmg W8.JI

menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling
sedikit 6 [enam] bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing

tidak melaksanakan kewajiban tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrative
berupa peringatan tertulis,

PasaliO
Calon peserta didik penyandang disabilitas disekolah dikecualikan dari:
a. syarat usia sebagaimana dimaksud Pasal5, Pasal6, dan Pasal 7; dan
b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 B

huruf a dan huruf b.



(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada PasaJ 11 ayat (1) huruf a
diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah

Pasal14
Jalur Zonasi

Paragraf2

Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

~

Pasal13
(I) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:

a. satuan pendidikan kerja sama;

b. sekolah Indonesia di luar negeri;

c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
e. sekolah berasrama;

f. sekolah di daerah tertinggaJ, terdepan, dan terluar; dan
g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik daJam 1 (satu)
rombongan belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jaJur pendaftaran PPDB bagi sekolah di
daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi
ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan oleh Bupati
dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang

Pasal12
(1) Jalur pre stasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak

berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TKdan
kelas 1 (satu) SO.

(2) Oalam proses seleksi PPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

(3) Jalur afmnasi sebag .
. . . !Umana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit 15% (lima belas
persen) dari daya tarnpung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tu
gas orang tua/wali sebagaimana dimaksut pada

ayat (1) huruf c Palin b
g anyak 5% (lima persen) dan daya tampung

sekolah.

(5) Dalam hal masih terd .
apat srsa kuota dan pelaksanaan ayat (2), ayat

(3), d~ ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi
sebagrumana d' ak

irn sud ayat (I) huruf d.

(9)



Pasal16

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip

mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan:
a. sebaran sekolah;
b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan

PasallS

(1) Calon peserta didik hanya dapat mernilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat)
jalur pendaftaran PPDBdalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) s!melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai
d domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta

didi dapat melakukan pendaftaran PPDBmelalui jalur afirmasi atau
jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik sepanjang

memenuhi syarat.

yang samadengan sekolah asal.

Surat keterangan d . 'I' . (5)onusi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan

telah berdOmisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya
surat keterangan dOmisili.

(7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga

atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota

zonasi yang dit laPkan I
, " 0 eh BUpati,

(2) Domlslh calon P Ita d' .
idik bagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan alamat ad '
ingkat 1 (satu) tahu P a kartu keluarga yang diterbnkan paling

n ebelum pelaksanaan PPDB
(3) Oalam hal kartu kelu '

dimiliki I h arga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
di tti: e calon peserta didik karena keadaan tertentu, maim dapat
igan engan sUrat keterangan dornisill.

(4) Keadaan tertentu seb '
B agaunana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a, cncana alam; dan/ atau
b. Bencana sosial

(5) Surat keterangan d '"
orrusili sebagaimana dimaksud pada Psal 14 ayat

(3) dite~bitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga

yang dllegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain
yang berwenang.

(6)

(10)



Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal17

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik barn:

a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. !andang disabilitas.
(2) Pes didik barn yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu

se imana dimaksud pada ayat (I) dibuktikan dengar bukti

keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga

tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta

didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah

yang bersangkutan.

(4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang

menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti

memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan

keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(11)

c kap sitas d ya tam . d n. . pung kolah yang discsuQlknn engn
ketcr cdtaan jumlnh .' diannk u IU sekolah pada etiap JcnJung
d erah t f&ebul.

3) p merintah Dncrah m . . . k
( rna tikan !II mua wilayah admlOlstrnsl masu

daJam penelapan wilaYah' . d d kzonas, esuai dcngan jenjang pen I J an.
(4) Dines pendidiknn memastikan emua sekolah telah menenma peserta

didik dalarn wilayah .
zonasl yang telah ditetapkan.

(5) Penetapan wilayah zonasi ... iib eli mkannasi pada setiap jenjang waJl umu
paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka
pendaftaran PPDB.

(6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang Pemerintah

Daerah rnelibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan kelompok
kerja Kepala Sekolah.

(7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota

penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan

berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

(8) Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui

lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.



Paragraf 5

V
Jalur Prestasi

Pasal19

(1) Jal prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d

ditentukan berdasarkan:

a. raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai

rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/ atau

b. prestasi di bidang akademik maupun non-akadernik.

(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (I)huruf a menggunkan nilai

rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

(3) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b

diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)

tahun sejak tanggal pendaftaran PPDS.

(4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Pemindah

an Tugas Orang Tua/wali
Pasa118

(1) Pemindahan tugas b .
se agaunana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

huruf c dibuktikan d
engan surat penugasan dari:

a. Instansi;

b. Lembaga;

c. Kantor; atau

d. perusahaan yang memperkerjakan.

(2) Dalam hal terdapat kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali,

maka sisa kuota dapat dialokasikan pada sekolah tempat orang
tua/wali mengajar.

(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang

tua/walj diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik
yang terdekat dengan sekolah.

(5) Dalarn hal terdapat du
gaan JlCmaJsuan bukti keikutsertaan dalnm

program penanganan kcl .
Perneri uarga tidak mampu dan Pemerintah Pusat

staU emenntah Dacrah

S
k lah be bag8.1mana dirnaksud pada ayat (3),
e 0 rsarna Peme . .

nntah Daerah wajib memverifikasi data di
lapangan serta menindakJ .

anJUb hasu venflkasi sesuai dengan
ketentuan perundang-U dn nngan.

(12)



terbuka.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah bagi.:

a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima

dana bantuan operasional sekolah.

Paragraf2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal22

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara

Pasal21

(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal20:

a. sekolah yang diselenggarakan oleh rnasyarakat yang telah

rnenerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya;
dan

b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

1. rnelakukan pungutan danj atau sumbangan yang terkait dengan

pelaksanaan PPDBmaupun perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku

tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Bagian Kccmpat
Pelaksanaan Pcne '

nmaan Pcserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Pc '

ncnmaan Peserta Didik Baru

Pasa120
'fahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

a, pengumuman pend aftaran ,,
b. pendaftaran;

c seleksi sesuai dengan J'alur daf. pen taran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru: dan,
e. daftar ulang.

(13)



Paragraf 3

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal23
(1) Pendaftaran PPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b

dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring/ luring.
(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan

pe~s aratan ke laman pendaftaran PPOByang telah ditentukan.
(3) Pel ~aan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

m di tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(4) D hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPOB dilaksanakan

melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen
yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

(5)Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk
calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SO mempertimbang-kan
kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1);dan
b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
(6) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sarna, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SO tidak boleh
dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/ atau berhitung.

) pengumuman pendaftaran
(3 akan nau penerimaan calon peserta didik baru

dilaksan an Paimg lambat .
gumuman pe d IIUnggupertama bulan Mei.

(4) pen n aftaran .
diki penenmaan calon didik barupaling se t memuat int. peserta

persyaratan cal ormaSI sebagai berikut:
a. on peserta d'clik
b. tanggal pendaftaran' 1 sesuai dengan jenjangnya;,
c. jalur pendaftaran yan . . . . .

. g terdm dan jalur zonasi, jalur afmnasl, jalur
perpmdahan tugas o. .
. lah d rang tual wali, danl atau jalur prestasi;

d. JUID aya tarn
. pung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SO, kelas

7 [tujuh] SMP .
. sesuru dengan data rombongan belajar dalam

Dapodik; dan

e. tanggal penetapan
pengumuman hasil proses seleksi PPOB.

(5) Pengumuman pendof"l.n_- .
<U1.Q.lWJ. penerimaan calon peserta didik baru

sebagaimana dimak d .
su pada ayat (4) dilakukan melalui papan

pengumuman sekolah maupun media lainnya.

(14)



Pasal24

(1) Jika berdasarkan hasH seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon

peserta didik yang 1 bihi ah iibme e 1 daya tampung, maka sekol waji

melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas
pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan

kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sarna.

(3) Dalam hal daya tampung sekolah lain daJarn wilayah zonasi yang

sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta

didik disaJurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah

Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

(4) PenyaJuran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah

lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melaJui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

(5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di

wil~ Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud

pa ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh

rna arakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) PenyaJuran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sarnpai

dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil

proses seleksi PPDB.

(7) DaJam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah tidak boleh:

a. menambah jumJah rombongan belajar, jika rombongan belajar

yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan

belajar daJam standar nasionaJ pendidikan dan sekolah tidak

memiliki lahan; danl atau
b. menarnbah ruang kelas baru.

1 ksijalur zonasi untuk cal
(8)se e . on peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

daP dilaJrukan dengan me '.
mpnontaskan jarak tempat tinggal terdekat

ke sekolah dalam wilaYah zo .
. naSI yang ditetapkan.

JkB. Jarak tempat tin at
(9) I. . gg calon peserta didik dengan sekolah

sebagaunana dimaksud d tuk
pa a ayat (1) sarna, maka seleksi un

pernenuhan kuota/ daya tampung terakhir menggunakan usia peserta
didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat
keterangan lahir.

(15)



BABN

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal28

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah
kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi,
atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala
Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

Paragraf6

Daftar Ulang

Pasal26
(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e

dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di
sekolah.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk memastikan

statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan
dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan
persyaratan.

~

PENDATAAN ULANGB:NI~EMUTAHlRAN DATA

Pasal27

(1) Se lab melakukan pendataan ulang untuk memastikan status

peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

memungut biaya.

(3) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik

dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(16)

Paragraf 5
Pengumuman Pen

etapan Peserta Didik Baru
Pasal25

(1) Pengumuman penetapan pese '.
dalam Pasal 20 hurur rta dldik baru sebagaimana dimaksud

d dilakukdalam PPDB. an sesuai dengan jalur pendaftaran

(2) penetapan peserta didik b .
dewan guru yang dipirn' am dilakukan berdasarkan hasil rapat

k
pm oleh kepala sekolab dan ditetapkan melalui

keputusan epala sekolah.

(3) Dalam hal kepala sekolah .
d
finitif ak sebagaunana dimaksud pada ayat (2) belurn
e irn , m a peneta

pan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat
yang berwenang.



Pasa129
(1) Peserta didik setara SO d'

J negara lain dapat pindah ke SO di
Indonesia setelah rnemenUhi:

a. surat pernyataan dan kepala sekolah asal:
b. surat rekomend . " '

. asi lZln belajar dari direktur jenderal yang
membldangi pend'dikan

1 anak usia dini pendidikan dasar, dan
pendidikan men ah' 'eng sesuru dengan kewenangan; dan

c. lulus tes kel akay an dan penempatan yang diselenggarakan
Sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di
Indonesia setelah:

a. menyerahkan fato kopi ijazah atau dokumen lain yang

membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang

membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP;dan

d. l~ s tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah
g dituju.

Pasal30
(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima

di SO tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan
penempatan yang diselenggarakan oleh SOyang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di
SMPtidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh

SMPyang bersangkutan.
(3) Oalam hal terdapat perpindahan peserta didik jalur pendidikan

nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib
memperbaharui Dapodik.

(17)

) DaJa11l hal terdapat perpindah
(2 pada ayat (1), maka Sekolah an peseta ctidik sebagaimnna climakSU~

ospodik. yang bersangkutan wajib memperbaharUl

(31 perpindahan peserta didik seba .
t (2) wajib grumana dimaksud pada ayat (1) dan

aya rnemenUhi kelentuan
sistem zonasi. persyaratan PPOB dan/atau



Pemalsuan terhadap:
a. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasa!14;
b. Bukti sebagai peserta didik yang berasa! dari keluarga ekonomi tidak

mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 17; dan
c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 19, dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasa!34

BABVI
KOORDINASI, PEMANTAUANDAN EVALUASI

~ 11) ~~. melakukan kOOrdi::'~~antauan. dan evaluasi pelaksanaan

I (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB
kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan
paling lambat 3 (tiga)bulan setelah pelaksanaan PPOB.

Pasal33
Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan
PPOB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian
yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan

menengah paling lambat 3 (tiga)bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BABV

PELAPORAN

Pasal32

(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta

didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Oinas harus memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan

masyarakat terkait pelaksanaan PPOB.

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam

pelaksanaan PPDBmelalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

Pasa131

se)<olahrnelakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan
rorTlbOOgan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (saw)
J<8.li dalaJ111 (satu) semester.

(18)
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FAJARMAN 11

- _.n.rr~ DAERAH KEBUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR .

Ann,'''''''> di Bangko
ts,nggal\ # t - 2024

DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

Ditetapkan eli Bangko.
Pada tanggal I ~ '1 # 2024

~.BUPATIM~;; ,

u!I

Pa~a135

tUran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pt:til setiap orang mcngc\.ahuinyu, mcmcrintahkan pcngundangan
Me! an Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerahperatllf .

aten Merangm.
KllbUP
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